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xABSTRAK
NAMA : ABD.SYUKUR
NIM : 10500111002
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : ANALISIS TERHADAP TINDAKAN APARATUR
KEIMIGRASIAN DALAM PEMBERIAN SANKSI
KEPADA PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN
KEIMIGRASIAN DI MAKASSAR (Studi Kasus Penerapan
Undang-Undang No 6 Tahun 2011 di Kantor Imigrasi
Makassar Tahun 2014)
Penelitian yang berjudul Analisis Terhadap Tindakan Aparatur
Keimigrasian dalam Pemberian Sanksi Kepada Pelaku Penyalahgunaan Izin
Keimigrasian (Studi Kasus Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 di
Kantor Imigrasi Makassar Tahun 2014). Penelitian dimaksudkan untuk
mengetahui aparatur keimigrasian dalam pemberian sanksi terhadap
penyalahgunaan izin keimigrasian di kota Makassar sudah diterapkan dengan
sempurna dan juga proses tindakan aparatur keimigrasian dalam pemberian sanksi
terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di kota Makassar. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan normatif
terapan.
Hasil penelitian menujukkan bahwa Aparatur Keimigrasian dalam
pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian belum menerapkan
dengan sempurna, karena masih ada beberapa pasal yang diatur di dalam Undang-
Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang belum dilaksanakan dan
Proses tindakan aparatur keimigrasian hanya menjatuhkan sanksi terhadap pelaku
penyalahgunaan izin keimigrasian berupa pendeportasian yang lebih bersifat tanpa
melalui litigasi
Berdasarkan hasil penilitian maka disarankan Aparutur imigrasi
seharusnya menerapkan pasal-pasal yang telah diatur di dalam Undang-Undang
No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin
keimigrasian terutama dalam penjatuhan pidana penjara ataupu pidana denda dan
juga Seharusnya aparatur keimigrasian menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan
proses litigasi karena pelaku ini dikenakan pasal mengenai pidana penjara dan
pidana denda, supaya pelaku penyalahgunaan izin keimigrasian mendapatkan efek
jera.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum yang progresif adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan
zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta
mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari
sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.1
hukum itu tidak lepas dari perkembangan zaman, mutu hukum ditentukan oleh
kesadaran penegak hukum.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh
subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu
melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia
menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subyeknya
itu penegakan itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu
untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur
1 Sjoajtipjo Rahardjo, Membedah Hukum Progresif ( Jakarta : Kompas Media Nusantara,
2007) ,h. 9.
2penegak hukum itu dipergunakan untuk memperkenankan untuk menggunakan daya
paksa.2
Reformasi di bidang penegak hukum dan struktur hukum, bahkan juga
dibidang perundang- undangan (subtansi hukum), berhubungan erat dengan reformasi
di bidang budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum.  Masalah-masalah
yang mendapat sorotan masyarakat luas saat ini (seperti kolusi, korupsi, mafia
peradilan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan atau persekongkolan lainnya di bidang
prosedur/penegakan hukum), jelas sangat terkait dengan masalah budaya hukum dan
pengetahuan/pendidikan hukum.3
Penegak hukum yang baik dan ideal merupakan dambaan pada zaman ini,
karena memang aparat penegak hukum merupakan tempat dimana rakyat
mempercayakan amanat dalam mengadili dan menetapkan hukum yang berlaku. Hal
ini sangat berkaitan dengan penjelasan dalam Q.S. An-Nisa/4 :58 Allah berfirman:
                     
                  
Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
2 Penegak Hukum, http://wwww.solusihukum.com/artikel.php?id=49(2 mei 2015)
3 Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan (semarang : Kharisma Putra Utama, 2010), h. 5.
3memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.4
Dan juga Undang-Undang Dasar dalam pasal 26 dan 27 Undang-Undang
Dasar 1945 menyatakan:5
Pasal 26
1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.
2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-
undang.
Pasal 27
1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
.
Pada Undang- Undang tersebut dinyatakan bahwa yang menjadi warga nagara
adalah bangsa Indonesia dan bangsa lain, semua warga negara sama kedudukannya
dalam hukum dan pemerintahan.
Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di
Indonesia, bahkan merupakan subsistem hukum dari hukum administrasi Negara.
Sebagai sebuah subsistem hukum, hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak
pemerintahan kolonial Belanda 6. Ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia sejak
proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1991 secara formal tidak
mengalami perkembangan berarti. Dikatakan demikian karena ketentuan
keimigrasian masih tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syamiil Cipta Media,
2005), h. 87
5 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
6 M.Iman Santoso, Persfektif  Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan
Nasional ( Jakarta:UI Press,2004), h. 1.
4masih kuat dipengaruhi oleh hukum kolonial. Di samping tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan tersebut masih
merupakan ketentuan bentukan pemerintah kolonial. disamping tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan tersebut masih
merupakan bentukan pemerintah kolonial belanda yang diserap ke dalam hukum
keimigrasian nasional, seperti toelatingsbesluit staatsblad 1916 nomor  47
(Penetapan Izin Masuk/PIM) diubah dan ditambah terakhir dengan staatblad 1949
Nomor 330, serta toelatingsordonnantie staatblad 1949 Nomor 33 (Ordonansi Izin
Masuk/OIM), yang tentu saja kehadirannya ditujukan untuk mendukung kepentingan
pemerintah kolonial. Misalnya disebutkan dalam Ordonansi izin masuk bahwa orang
asing yang telah diberi izin masuk, sekaligus juga dberi izin menetap. Demikian pula
dalam pengaturan penetapan izin masuk, keberadaan pendatang ilegal dapat menjadi
legal hanya dengan membayar sejumlah denda. Hal tersebut tentu saja merupakan
kemudahan di bidang keimigrasian karena membuka pintu selebar-lebarnya bagi
pendatang dari berbagai Negara demi kepentingan  politik, ekonomi, dan pertahanan
pemerintah kolonial. Barulah kemudian, pada tanggal 31 maret 1992, undang-undang
tentang keimigrasian yang berjiwa nasional dilahirkan. Undang-undang nomor 1992
tentang keimigrasian (selanjutnya disebut UU No. 09 tahun 1992) merupakan
unifikasi beberapa ketentuan yang berkaitan dengan keimigrasian, yang sebelumnya
tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan.7
7 M.Iman Santoso,Persfektif Iimigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan
Nasional(Jakarta:UI Press,2004), h. 2.
5Tuntutan ekonomi global yang semakin maju membutuhkan semua proses
atau prosedurnya semakin cepat dan singkat, tetapi tetap selektif, untuk menjawab
tantangan tersebut perlu perangkat peraturan-peraturan yang saling terkait
disenergikan, namun tetap dapat antisipasif terhadap kemungkinan adanya perubahan
termasuk modus-modus kejahatan lintas Negara yang terorganisasi seperti:
perdagangan orang, penyelundupan manusia, tindak pidana narkoba, sehingga tidak
menghambat keinginan para investor asing masuk ke Indonesia bahkan sebaliknya
justru harus memberikan kemudahan tetapi tetap memperhatikan masalah keamanan
Negara tetap terjaga.
Sejak undang-undang Nomor tahun 1992 sampai tahun 2011 masalah terkait
keimigrasian terus berkembang dan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan
kebutuhan zaman saat ini sehingga dirasakan perlu ditinjau dan disempurnakan.
Akhirnya pada tanggal 5 mei 2011 ditandatangani Undang-Undang Nomor 6 tahun
2011 tentang keimigrasian dan menyatakan mencabut dan dinyatakan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 1992 sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan peraturan
pelaksanaanya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang nomor 6 tahun 2011 atau belum diganti dengan yang baru.8
Dalam politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa
hanya orang asing yang :
8 Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia (Jakarta:Nuansa
Aulia,2006), h. 12-13.
6a. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara
Republik Indonesia;
b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum ; serta
c. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia,
diizinkan masuk dan dibolehkan berada diwilayah Indonesia, serta diberi
izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia.
Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan
kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar-masuk orang dari dan ke
dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap
orang asing selama berada di wilayah Indonesia.
Namun dalam kenyataanya, berdasarkan penelitian penyusun, terjadi kondisi
keimigrasian di wilayah Makassar, sejak 2012-2015, pelayanan keimigrasian, baik
izin pergi dan datang, serta izin tinggal keimigrasian, menghadapi berbagai
permasalahan, misalnya izin tinggal beberapa warga Negara asing yang telah
melewati batas waktu, serta adanya orang-orang asing melakukan beberapa pekerjaan
yang tidak di bolehkan oleh Undang-Undang.
Kenyataan tersebut, bukan saja terjadi di Makassar, tetapi juga di daerah lain
seperti Jakarta. Sebagaimana di laporkan oleh Stasiun televisi Metro TV Bahwa pada
bulan Mei tahun 2015 terdapat salah satu kasus, beberapa warga Negara asing (Cina
7dan Taiwan),ternyata melakukan pelanggaran izin keimigrasian, serta melakukan
beberapa tindak pidana misalnya, penipuan dan narkoba.9
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah di
kemukakan sebagai berikut:
1. Apakah aparatur keimigrasian dalam pemeberian sanksi terhadap
penyalahgunaan izin keimigrasian di kota Makassar sudah diterapkan dengan
sempurna ?
2. Bagaimanakah proses tindakan aparatur keimigrasian dalam pemberian
sanksi terhadap penyaahgunaan izi keimigrasian di kota Makassar ?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam penelitian, peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai izin
keimigrasian, undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian di kantor
imigrasi Makassar yang salah satunya mengatur mengenai keberadaan Warga Negara
Asing yang berada di Indonesia yang menyalahgunakan izin keimigrasiannya berupa
perbuatan pelanggaran ataupun kejahatan.
Sehubungan dengan itu dalam ketentuan peraturan diatas  yang menyangkut
izin keimigrasian yang di salahgunakan maka peran petugas wajib menjalankannya.
9 Metro Tv. Jumat, 12 mei 2015
8Maka dari itu penyusun akan melakukan penelitian yang menyangkut skripsi
di kantor Imigrasi Makassar.
D. Kajian Pustaka
Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu penerapan
undang-undang keimigrasian namun belum ada literatur yang membahas secara
khusus tentang judul skripsi ini begitu pula dengan penelitian-penelitian ilmiah
sebelumnya.agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada poko kajian maka
dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang
dimaksud. Diantaranya adalah sebagai berikut:
1. M. Iman Santoso dalam bukunya yang berjudul “perspektif imigrasi
dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional” menjelaskan
bahwa salah satu kajian penting dalam mendefinisikan kembali dan
menempatkan kembali konsep hukum keimigrasian.kajian strategis
mengenai konsep hukum keimigrasian baru, yang mampu memacu
percepatan pembangunan eknomi di satu sisi  dan menciptakan
kesimbangan dalam peeliharaan ketahanan dan keamanan nasional disisi
lain. Diarahkan secara khusus ke penciptaan pranata hukum yang
berkemampuan memacu percepatan pembangunan ekonomi.10
2. Sihar Sihombing, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Keimigrasian
dalam Hukum Indonesia” Menjelaskan bahwa pengawasan lalu lintas
10 M.Iman Santoso, Persfektif Iimigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan
Nasional (Jakarta:UI Press,2004), h. 6.
9orang, singgah, dan tinggal orang asing di Negara lain sangat penting,
demi keharmonisan antar Negara kelancaran bisnis dan segala urusan
antar Negara , kelancaran bisnis dan segala urusan antar Negara perlu
diatur dalam bentuk kerja sama, baik bilateral maupun multilateral.
Indonesia menyikapi hal ini dengan mengesahkan Undang-undang
Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian dan segala peratuan
pelaksanaan lainnya, seperti peraturan pemerintah, Keputusan Presiden,
Peraturan Menteri, keputusan Menteri yang terkait, dan para pejabat
lainnya. Dalam perkembangannya telah disahkan dan dinyatakan berlaku
undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.11
3. Barda Nawawi Arif, Dalam bukunya yang berjudul “masalah penegakan
hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penenggulangan kejahatan”
menjelaskan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan
dan penenggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”.
kebijakan criminal pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu
kebijakan social,(kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial) dan
(kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat).12
11Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia (Jakarta:Nuansa
Aulia,2006), h. 14.
12 Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum  dan Kebijakan Hukum Pidana  Dalam
Penanggulangan Kejahatan (semarang : Kharisma Putra Utama, 2010), h.77.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penyusun utarakan, maka
dapat didimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini adalah
sebagai berikut :
1) Untuk mengetahui aparatur keimigrasian dalam pemberian sanksi
terhadap penyalahgunaan di kota Makassar menerapkan secara
sempurna.
2) Untuk proses tindakan aparatur keimigrasian dalam pemberian sanksi
terhadap penyaahgunaan izi keimigrasian di kota Makassar.
2. Kegunaan Penelitian
Selain tujuan-tujuan tersebut diatas, penulisan skripsi ini juga diharapkan
bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:
a. Kegunaan Ilmiah, Diharapkan penyusun skripsi ini mempunyai kontribusi
bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman
pada khususnya.
b. Kegunaan Praktis, Penyusun skripsi ini diharapkan dapat memberi
masukan bagi pengembangan masyarakat, bangsa dan Negara serta agama.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Penegakan Hukum
Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-
konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan kandungan hukum ini
bersifat abstrak. Penegak hukum pada hakekatnya  merupakan penegakan ide-ide atau
kosep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum yang secara konkret merupakan
berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh
karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara
dengan  menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam
mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan
prosedural yang ditetapkan hukum formal. Penegakan hukum merupakan suatu
proses yang melibatkan banyak hal. Oleh Karena itu keberhasilan penegakan hukum
akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut . pada dasarnya ada 5 ( lima) faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang
menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan
diterapkan;
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5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang
didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.1
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada
efektivitas penegakan hukum, keberhasilan proses penegakan hukum tidaklah semata-
mata dipengaruhi oleh hukum yang berlaku tetapi sangat tergantung pula dari
hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.
Dalam upaya melakukan perubahan-perubahan, maka senantiasa harus
dilakukan pembaharuan hukum pidana yang tidak hanya menyangkut masalah
subtansinya saja, akan tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai sosial politik, sosio filosofik dan sosio kultural
masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan
kebijakan hukum pidana serta penegakan hukum.2
suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali reorientasi dan
reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik,
sosiofilosofik dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia .
Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses
kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan
melalui beberapa tahap, yaitu :
1. Tahap formulasi;
1Soerjono Seokanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ( Jakarta :
rajawali press, 1983), h.4-5.
2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ( Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2002), h. 28.
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2. Tahap aplikasi;
3. Tahap eksekusi.
Dapatlah dikatakan bahwa ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana
tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan
legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau
merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat
dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada
hakekatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan
menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi
dalam menerapkan hukum pidana dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi
dalam hal melaksanakan hukum pidana.3
Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum, setiap
masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-
peraturan hukum pidana beserta sanksinya.
Penegak hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan refresif.4
Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan
pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan
pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Walaupun adakalanya dengan undang-
undang, dapat ditunjuk pula pengadilan seperti dalam yurisdiksi volunter, dan
kejaksaan misalnya dalam tugas pakemnya, melakukan penegakan hukum preventif.
3 Barda Nawani Aief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan
Hukum Pidana ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 30.
4 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana ( Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2005), h. 30.
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Sedangkan hukum refresif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata
masih juga terdapat usaha pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus
ditegakkan secara refresif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil.
Penegak hukum refresif paada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai
lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap
berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum
refresif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, kemudian diteruskan
kelembaga pengadilan dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan.Penegak hukum
yang berkeadilan sarat dengan landasan etis dan moral. Yang bersumber pada dirinya
sendiri hal ini berkaitan dengan penjelasan dalam Q.S. An-Nisa/4 : 8 Allah berfirman:
                       
                     
 
Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan.5
Penegasan ini bukanlah tidak beralasan, selama kurun waktu lebih dari empat
dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidak pastian hukum dan hidup dalam
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syamiil Cipta Media,
2005), h. 78
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intimitas yang tidak sempurna antara sesamanya. Apa yang sesungguhnya dialami
tidak lain adalah pencabikan moral bangsa sebagai akibat dari kegagalan bangsa ini
dalam menata menajemen pemerintahannya yang berlandaskan hukum. Penegak
hukum adalah proses yang tidak sederhana, karena didalamnya terlibat subyek hukum
yang memperspsikan hukum menurut kepentingan masing-masing, faktor moral
sangat berperan dalam menentukan corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa
landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin akan
terwujud. Proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan
pembuatan hukum undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang akan
turut menentukan bagaimana penegak hukum itu nanti dijalankan. 6
Penegakan hukum yang berlandasan etika dan moral diusahakan hingga
menghasilkan hukum yang benar-benar keadilan. Etika Penegakan Hukum yang
Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial,
ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan
ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan.
Dalam rangka rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, Maka
perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan peundang-undangan
selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup
bangsa Indonesia yaitu pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta harus pula
disesuaikan dengan tuntunan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntunan
reformasi di bidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti
perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk
6 Nyoman Sarikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana (Semarang : Badan Penerbit
Undip, 2006), h. 23.
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mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan
perubahan-perubahan dalam masyarakat.7
Hukum berubah sesuai dengan kemajuan sama tetapi selalu dilandasi dengan
moral, jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
B. Pidana
1. Pengertian pidana
Istilah hukuman yang merupakan istilah umum konvensional, dapat
mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat mempunyai arti
dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering
digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang
peendidikan, moral, agama, dan sebagainya.
Oleh Karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada
pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-
sifat yang khas.
Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan
beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut:8
7 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1996), h. 189.
8 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana
(Bandung:Alumni,1998), h. 4.
17
a. Menurut Sudarto, Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang
sengaja diberikan kepada orang lain melakukan perbuatan yang memenuhi
syarat-syarat tertentu.
b. Menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud
suatu tanpa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada
pembuat delik.
Dari defenisi diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-
unsur atau cirri-ciri sebagai berikut:
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana
menurut undang-undang.
2. Jenis-jenis pidana
a. Menurut hukum pidana positif (KUHP dan diluar KUHP)
Jenis pidana menurut KUHP, seperti dalam pasal 10, dibagi dalam dua
jenis9:
1) Pidana pokok, yaitu :
a) Pidana mati;
b) Pidana penjara;
9 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar
Lengkap Pasal Demi Pasal(Bogor: Politeia, 1988), h. 34.
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c) Pidana kurungan;
d) Pidana denda;
e) Pidana tutupan (sic: usaha)
2) Pidana tambahan, yaitu:
a) Pencabutan hak-hak tertentu.
b) Perampasan barang-barang tertentu.
Disamping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif
dikenal juga sanksi yang berupa tindakan, misalnya:
a. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau
terganggu karena penyakit(pasal 44 ayat 2 KUHP).
b. Bagi anak yang sebelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim
dapat mengenakan tindakan berupa (pasal 44 ayat 2 KUHP).
1) Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemelihatanya.
2) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.
Dalam hal yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan
Negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan pendidikan
paksa (Dwangopvoedingregeling, Stb.1916 no. 741) yang sekarang diganti
dengan undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
c. Penempatan di tempat kerja Negara (landswerkinrichting) bagi
penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian,
serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan,
bergelandangan atau perbuatan asosial.(Stb.1936 no.160).
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d. Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (pasal 8 UU No. 7
Drt. 1995 ) dapat berupa :
1) Penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan untuk
selama waktu tertentu ( 3 tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun
untuk pelanggaran TPE).
2) Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu.
3) Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut
taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan.
4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan
jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas
biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.
e. Menurut konsep rancangan KUHP tahun 1972
Ketentuan tentang pidana dalam konsep terdapat dalam Bab V, mulai
pasal 43 s.d pasal 82.
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Dalam hukum islam macam- macam Hukuman/sanksi sebagaimana yang
berkaitan dengan penjelasan dalam surah Al-Baqarah/2:178:
                          
                           
                 
Terjemahanya:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af)
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula).
Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa
yang sangat pedih.10
Dan juga surah Almaidah/5:45:
                            
                        
           
Terjemahnya:
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat)
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syamiil Cipta Media,
2005), h. 28
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hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada
kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan
hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan
perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang zalim.11
3. Pembagian jenis pidananya sebagai berikut :
a. Pidana pokok:
1) Pidana mati
2) Pidana permasyarakatan, yang terdiri dari :
a) Pidana permasyarakatan istimewa (untuk yang melakukan tindak
pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati).
b) Pidana permasyarakatan khusus ( untuk yang melakukan pidana
karena kebiasaan).
c) Pidana permasyarakatan biasa ( untuk yang melakukan tindak
pidana karena kesempatan).
3) Pidana pembingbingan yang terdiri dari :
a) Pidana pengawasan.
b) Pidana penentuan tempat tinggal.
c) Pidana latihan kerja.
d) Pidana kerja bakti.
4) Pidana perserikatan, yang terdiri dari :
a) Pidana perserikatan.
b) Penuntutan (sic.: penutupan ) usaha sebagian atau seluruhnya.
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syamiil Cipta Media,
2005), h. 116
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c) Penempatan usaha di bawah pengawasan pemerintah untuk jangka
waktu yang ditentukan oleh hakim.
d) Pembayaran uang jaminan yang jumlahnya ditentukan oleh hakim.
e) Penyitaan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
f) Perbaikan akibat-akibat dari tindak pidana.
b. Pidana tambahan:
1) Pencabutan hak tertentu.
2) Penempatan barang tertentu.
3) Pengumuman keputusan hakim.
4) Pengenaan kewajiban ganti rugi.
5) Pengenaan kewajiban agama.
6) Pengenaan kewajiban adat.
C. Pengertian Keimigrasian
Istilah imigrasi berasal dari Bahasa Belanda, immgratie, yang berasal dari
bahasa latin, yaitu immigratio, dalam bahasa inggris disebut immigration yang artinya
pindah, dating, masuk, batau boyong.Dengan demikian, imigrasi adalah pindah,
datang atau pemboyong orang-orang masuk ke suatu Negara.12
Oxford dictionary of law juga memberikan defenisi sebagai berikut:
“Immigration is the entrance into an alien country of persons intending to
take part in the life of that country and to make it their more or less permanent
residence”.
12 Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia (Jakarta:Nuansa
Aulia,2006), h. 2
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Pernyataan di atas berarti bahwa pemasukan kesuatu Negara asing dari orang-
orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah. Sedikit atau
banyak menjadikan Negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.13
Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tanggal 31
maret 1992, lembaran Negara tahun 1992 nomor 23, tambahan lembaran Negara
nomor 3474 di dalam pasal 1 ayat 1 yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-
Undang No.6 Tahun 2011 tetang Keimigrasian dikatakan bahwa:
“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar
wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara
Republik Indonesia”.
Rumusan keimigrasian ini berbeda dengan apa yang ada di dalam Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, tanggal 5 mei 2011, lembaran
Negara RepubliK Indonesia tahun 2011 nomor 52 tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216 di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa:
“keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar
wilayah Indonesia serta pengawasanya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan
negara.”14
D. Jenis-jenis Visa dan Izin keimigrasian
1. Visa
13 Abdullah Sjahriful, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian (Jakarta : Ghalia Indonesia,
1993), h. 7.
14Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia (Jakarta:Nuansa
Aulia,2006), h. 2-3.
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Dalam pasal 34 undang-undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
disebutkan
Visa terdiri atas15:
a. Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomat
dan paspor lain untuk masuk ke wilayah Indonesia guna melaksanakan
tugas yang bersifat diplomatik.visa diplomatik juga diberikan kepada
anggota keluarga orang asing pemegang paspor diplomatik berdasarkan
perjanjian internasional, prinsip resiprositas dan penghormatan atau
courtesy.
b. Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan
paspor lain untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam
rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari
pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Visa
dinas diberikan juga kepada keluarga orang asing termasuk anggota
keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan
penghormatan (courtesy) dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat
diplomatik.
c. Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan
perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas
pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik,
atau singgah untuk meneruskan perjalanan kenegara lain. Dalam
15 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Jakarta:Nuansa Aulia,2006), h. 205.
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pelaksanaanya secara lebih rinci visa kunjungan dapat diberikan untuk
melakukan kegiatan seperti:
1) Wisata.
2) Keluarga
3) Sosial
4) Seni dan budaya.
5) Pemerintahan.
6) Olah raga yang tidak bersifat komersil.
7) Studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat.
8) Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan
dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain
produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia.
9) Melakukan pekerjaan darurat dan mendadak.
10) Pembuatan film yang tidak komersil dan telah mendapat izin dari
instansi yang berwenang.
11) Melakukan pembicaraan bisnis.
12) Melakukan pembelian barang. dsb
Visa kunjungan wisata diberikan kepada orang asing yang hendak
berkunjung ke Indonesia dengan tujuan untuk berwisata. Berlaku selama
30(tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan berada di Indonesia. Visa
kunjungan wisata ini tidak berlaku lagi jika kedatangannya di Indonesia
melebihi 30(tiga puluh) hari, terhitung sejak pemberian visa tersebut.
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Visa kunjungan usaha diberikan kepada orang yang hendak berkunjung ke
Indonesia dengan maksud untuk melakukan usaha di bidang perdagangan,
pertanian, perikanan, dan sebagainya dengan maksud untuk bekerja
menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Visa kunjungan usaha
ini berlaku selama 3(tiga) bulan, dan tidak berlaku lagi jika kedetangan
yang bersangkutan di Indonesia melebihi 3(tiga) bulan, terhitung sejak
tanggal pemberian visa tersebut.
Visa kunjungan social budaya diberikan kepada orang asing yang hendak
berkunjung ke Indonesia untuk keperluan kunjungan social budaya, dan
tidak termasuk kunjungan untuk wisata atau usaha. Ketiga visa kunjungan
berlaku selama 60(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal diberikannya
izin masuk kewilayah Indonesia. Ketiga visa ini dapat diberikan secara
kolektif untuk minimal 5 (lima) orang dan maksimal 25(dua puluh lima)
orang.
d. visa tinggal terbatas
visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing:
1) rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia
dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan
warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke wilayah
Indonesia untuk bertempat tinggal dalam rangka waktu yang terbatas.
2) Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau
instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial,
landas kontinen, dan/atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.
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Visa tinggal terbatas ini diberikan kepada orang asing yang bermaksud
bertempat tinggal dalam waktu terbatas ini diberikan kepada orang asing eks WNI
Yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan undang-undang
kewarganegaraan RI dan bermaksud kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh
kewarganegaraan indonesia kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.16
2.  Izin Keimigrasian
Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di
wilayah Indonesia.
Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:
“ setiap orang asing yang mau masuk wilayah Indonesia wajib
memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain
berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian internasional.”
Selanjutnya pasal 48 ayat (1) yang berbunyi:
“setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki
izin tinggal”.
Izin tinggal akan diberikan sesuai dengan visa yang dimiliki oleh orang asing
tersebut:
a. Izin tinggal diplomat diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah
Indonesia dengan visa diplomatik, termasuk untuk keluarganya ( suami,
isteri, dan anak). Izin ini dberikan oleh menteri luar negeri. Izin ini dapat
diperpanjang oleh menteri luar negeri.
16Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia (Jakarta:Nuansa
Aulia,2006), h. 40.
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b. Izin tinggal dinas Diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah
Indonesia dengan visa dinas. Izin ini diberikan oleh menteri luar negeri
dan dapat diperpanjang oleh menteri luar negeri.
c. Izin tinggal kunjungan
Izin tinggal kunjungan diberikan kepada :
1) Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan kunjungan.
2) Anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah
dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Dalam situasi
begini izin tinggal kunjungan juga diberikan kepada anak sesuai
dengan izin tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.
d. Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang memenuhi
persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang akan
diatur dengan peraturan pemerintah.17
Sesuai dengan pasal 45 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 32 tahun
1994 tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian ditetapkan bahwa
izin tinggal terbatas dapat diberikan bagi orang asing dengan syarat18:
1) Anaknya lahir di Indonesia.
2) Berumur di bawah 18 ( delapan belas) tahun.
3) Masih belum menikah.
4) Ibunya warga Negara Indonesia.
Jangka waktu izin tinggal terbatas paling lama satu tahun dan dapat
diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut. Lamanya waktu
17Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia(Jakarta:Nuansa
Aulia,2006), h. 49-53.
18 Republik Indonesia, Peraturan-Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Jakarta:Nuansa
Aulia,2006), h. 166.
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perpanjangan masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Dengan
demekian, masa izin tinggal terbatas ini paling lama 6 (enem) tahun.
Didalam peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2003 tentang perubahan
atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang visa, izin masuk
dan izin keimigrasian ditetapkan bahwa izin tinggal terbatas kepada orang
asing untuk tinggal di wilayah Indonesia paling lama 2 (dua) tahun,
terhitung sejak tanggal diberikannya paling lama 2(dua) kali berturut-
turut. Lamanya waktu perpanjangan masing-masing paling lama 2(dua)
tahun.
c. Izin tinggal tetap, Izin  ini diberikan kepada orang asing untuk tinggal
menetap diwilayah Negara Republik Indonesia sepanjang memenuhi
persyaratn-persyaratan keimigrasian.
Izin tinggal tetap ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya izin tinggal tetap tersebut.
Izin tinggal tetap dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali selama
yang bersangkutan masih berada menetap di wilayah Negara Republik
Indonesia.
E. Aturan Hukum dan Perundang-Undang Bagi Penyalahgunaan Izin
Keimigrasian
Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang Asing oleh pejabat
Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Warga
Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia pada umunya menggunakan fasilitas
BVKS ataupun menggunakan visa kunjungan wisata yang akan mendapatkan izin
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tinggal kunjungan sesuai dengan tanda masuk dengan visa maupun bebas visa. Dalam
izin tinggal kunjungan dijelaskan bahwa izin kunjungan tersebut digunakan untuk
wisata yang menyalahgunakan untuk keperluan lain yaitu bekerja. Pelaksanaan
tentang izin tinggal keimigrasian di Kota Makassar sudah berjalan dengan maksimal
tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi didalam sistem pelaksanaan
penyelesaian suatu masalah izin tinggal, hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh
Bapak ada beberapa oknum melakukan tindakan sendiri seperti menyelesaiakan
permasalahan dengan cara mudah contohnya orang asing tersebut membayar denda
dengan nilai yang tinggi kepada mereka sehingga proses penyelesaian
permasalahannya tidak dipersulit atau dimudahkan, sedangkan dalam Undang-undang
keimigrasian No. 6 tahun 2011 pasal 48 ayat 1 dan 2. Penyalahgunaan tersebut
disebabkan oleh ruang lingkup fasilitas bebas visa kunjungan singkat yang dinilai
terlalu luas, dan pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan tersebut 5 (lima) kali
ataupun faktor ketegasan kinerja yang dilaksanakan oleh petugas imigrasi dalam
pelaksanaan dilapangan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh warga Negara asing untuk
menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian tersebut.
1. Ruang Lingkup Fasilitas Izin Tinggal
Beberapa jenis visa yang banyak digunakan oleh orang asing dalam
penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia dikarenakan luasnya ruang lingkup
fasilitas itu sendiri, jenis visa yang banyak digunakan adalah:
a. Visa kunjungan satu kali perjalanan (B211)
b. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan(B212)
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c. Visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival)
d. Bebas visa kunjungan singkat
Berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 32 tahun 1994 tentang visa, izin tinggal,
izin masuk dan izin keimigrasian pasal 1ayat 2 huruf d visa kunjungan dan keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.02.IZ.01.10 tahun 1995 tentang
visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin masuk dan izin keimigrasian
bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas
pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha serta menurut Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang bebas visa kunjungan
singkat (BVKS). Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut mengatur
pelaksanaan teknis bebas visa, yang meliputi :19
a. Kunjungan wisata ;
b. Kunjungan social budaya;
c. Kunjungan usaha ;
d. Kunjungan keluarga;
e. Kunjungan antar Negara .
Ketentuan maupun peraturan ini merupakan suatu kebijakan Pemerintah yang
memperluas pemberian visa agar orang asing yang berkunjung di Indonesia dalam
rangka kunjungan wisata, sosial budaya dan bisnis mendapatkan kemudahan dalam
hal tersebut. Namun masih saja ditemukan penyalahgunaan atau pelanggaran yang
dilakukan oleh orang asing yang menggunakan visa ataupun izin tinggal
Keimigrasian tidak sesuai dengan tujuan atau maksud dari orang asing tersebut
19 Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).
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terhadap visa atau izin tinggal keimigrasian tersebut yang melakukan perjalanan
wisata atau biasa disebut wisatawan asing, misalnya bekerja, mendapatkan
keuntungan dari kegiatan yang dilakukan di Indonesia atau usaha bahkan melakukan
tindakan pidana di wilayah Indonesia seperti penjualan narkoba, kasus permasalahan
cuci uang atau money laudring dan bekerja sebagai pekerja seks komersial.
2. Masa Berlaku Visa dan Izin Tinggal yang diberikan
Perkembangan masa berlaku izin tinggal terhadap orang asing atau wisatawan
dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata dan meningkatkan arus
wisatawan di Indonesia serta pendapatan bagi devisa Negara. Namun kesempatan
yang dimanfaatkan oleh orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal tersebut
dikarenakan masa berlaku itu sendiri dalam memperoleh visa maupun proses
perpanjangan izin tinggal yang diberikan, selain itu juga memberikan peluang bagi
orang asing lainnya yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk melakukan
penyalahgunaan izin kunjungan wisata untuk bekerja ataupun mencari keuntungan di
Indonesia, sedangkan ketentuan yang telah ditetapkan bagi orang asing yang akan bekerja
diberikan visa tinggal terbatas dan diberikan izin tinggal terbatas serta diberikan izin bekerja
dari Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
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a. Visa kunjungan satu kali perjalanan(B211) 20
Peraturan Keterangan
Keputusan Menteri Kehakiman RI
Nomor. M.02.IZ.01.10 Tahun 1995
tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan,
Visa Izin Tinggal Terbatas, Izin Masuk
dan Izin Keimigrasian (Pasal 11 dan 12)
- Masa Berlaku Izin Tinggal : 60 hari
- Keperluan :
a.Tugas Pemerintahan
b.Wisata
c.Sosial Budaya
d.Kegiatan usaha
- Dapat diperpanjang 5  Kali
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan Izin Tinggal ini
Menurut Muhammad Bakri, SH, M.Si  Selaku Kasi Wasdakim Imigrasi Kelas I
Makassar adalah:
1. Kebijakan 5 (lima) kali masa perpanjangan dengan 30 (tiga puluh) hari pada
setiap kali perpanjangan yang diberikan kepada orang asing yang
menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian dengan bekerja di Indonesia,
dengan biaya, kemudahan kebijakan yang diberikan, serta lama waktu yang
diberikan dibanding dengan Izin Tinggal Terbatas (untuk bekerja). Apabila di
analisa, rata-rata orang asing yang biasa berwisata Indonesia tidak lebih dari
3 (tiga) minggu melakukan kunjungan wisata.
2. Pengawasan yang belum maksimal dalam proses perpanjangan Izin Tinggal
Keimigrasian itu sendiri pada Kantor Imigrasi.
20 Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.02.IZ.01.10 Tahun 1995
tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Izin Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
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b. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan(212)21
Peraturan Keterangan
Keputusan Menteri Kehakiman RI
Nomor. M.02.IZ.01.10 Tahun 1995
tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan,
Visa Izin Tinggal Terbatas, Izin Masuk
dan Izin Keimigrasian (Pasal 15 dan 16)
- Masa Berlaku Izin Tinggal : 60 hari
- Masa Berlaku Visa 1 Tahun
-Keperluan :
a. Tugas Pemerintahan
b. Wisata
c. Sosial Budaya
d. Kegiatan usaha
- Tidak dapat diperpanjang
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan Izin Tinggal ini
Menurut Muhammad Bakri, SH, M.Si  Selaku Kasi Wasdakim Imigrasi Kelas I
Makassar adalah:
1. Visa bisnis (tidak mendapat keuntungan / bekerja) yang dapat digunakan
beberapa kali selama 1 tahun dengan lama Izin Tinggal selama 60 hari dan
tidak dapat diperpanjang, peluang penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan
cara orang asing masuk ke Indonesia dengan tujuan wisata atau bisnis dengan
visa tersebut, namun apabila yang bersangkutan menyalahgunakan untuk
bekerja, setelah habis masa berlaku 60 hari, Ybs akan keluar wilayah
Indonesia dan kembali di hari yang sama untuk mendapatkan waktu Izin
Tinggal selama 60 hari lagi.
2. Modus tersebut dapat dicegah apabila pengawasan yang maksimal dilakukan
saat pemberian Tanda Masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
c. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival) 22
21Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.02.IZ.01.10 Tahun 1995
tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Izin Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
22 Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman RI M.01.IZ.01.10 Tahun 2005 tentang
Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
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Peraturan Keterangan
Keputusan Menteri Kehakiman RI
Nomor M.01.IZ.01.10 Tahun 2005
tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
- Masa Berlaku Izin Tinggal : 30 hari
- Diberikan kepada 65 negara subyek
VOA
- Keperluan :
a. Tugas Pemerintahan
b. Wisata
c. Sosial Budaya
d. Kegiatan usaha
- Dapat diperpanjang 1 kali selama 30
hari
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan Izin Tinggal ini
Menurut Muhammad Bakri, SH, M.Si  Selaku Kasi Wasdakim Imigrasi Kelas I
Makassar adalah:
1. Peluang yang ada dalam Visa On Arrival tidak jauh berbeda dengan Visa
Kunjungan beberapa kali perjalanan karena maksimum perpanjangan yang
diberikan 1 (satu) kali perpanjangan, maka setelah habis masa berlaku Izin
Tinggal di Indonesia, orang asing tersebut keluar wilayah Indonesia dan
kembali di hari yang sama sehingga dapat masuk kembali dengan membeli
Visa pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi saat datang dan mendapatkan Izin
Tinggal selama 30 hari lagi serta dapat melakukan perpanjangan 1 (satu) kali.
2. Terlalu rendahnya harga dari pembelian Visa On Arrival itu sendiri sehingga
menjadikan peluang bagi orang asing tesebut untuk mendapatkan kemudahan
atau kesempatan untuk bekerja.
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d. Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS)
Peraturan Keterangan
Keputusan Presiden Republik Indonesia
tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
(BVKS)
- Masa Berlaku Izin Tinggal : 30 hari
- Diberikan kepada 15 negara subyek
BVKS atas asas resiprokal
- Keperluan :
a. Tugas Pemerintahan
b. Wisata
c. Sosial Budaya
d. Kegiatan usaha
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan Izin Tinggal
ini Menurut Muhammad Bakri, SH, M.Si  Selaku Kasi Wasdakim Imigrasi Kelas I
Makassar adalah:
1. karena kemudahan Bebas Visa yang diberikan kepada 15 (lima belas)
negara, karena dianggap tidak mengeluarkan biaya dan waktu diberikan 1
(satu) bulan atau 30 hari untuk dapat berkunjung ke Indonesia dengan
tujuan wisata, tugas pemerintahan sehingga menjadikan peluang bagi
orang asing yang akan bekerja masuk ke Indonesia menggunakan Izin
Tinggal tersebut.
2. Berdasarkan penjelasan pada setiap jenis visa dengan peluang bagaimana
orang asing tersebut dapat melakukan penyalahgunaan Izin Tinggal, Masa
waktu tinggal serta lama perpanjangan yang diberikan terhadap Visa yang
dapat diperpanjang, serta kemudahan yang diberikan saat mendapatkan
Tanda Masuk pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi menjadikan faktor
utama bagi orang asing dapat menggunakan Izin Tinggal tersebut tidak
sesuai dengan fungsi atau tujuan Visa tersebut.
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Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang
menyalahgunakan Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti
adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini biasa bersifat yuridis dan
biasa juga bersifat administrasi.
Ketentuan tindak pidana imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 ( 23 Pasal) yang dapat dikelompokan
kepada :
1. Tindak pidana pelanggaran diatur di dalam pasal 116,117,120b,133e;
2. Tindak pidana kejahatan (misdrijf), dalam pasal 113-136 pasal poin a di
atas.23
Dalam pasal 122 huruf a berbunyi :24
Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan
kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal
yang diberikan kepadanya;Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
Jadi tindakan yuridis adalah tindakan yang diberikan kepada orang asing yang dengan
sengaja menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran terhadap maksud pemberian
izin tinggal Keimigrasian dan harus dibuktikan di Pengadilan oleh hakim dan
kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
23 Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia (Jakarta:Nuansa Aulia,
2006), h. 74.
24 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Jakarta:Nuansa Aulia,2006), h. 232.
38
Menurut Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang
mengatur mengenai tindakan Keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia
yang berbunyi :25
1. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian
terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan
kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban
umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-
undangan.
2. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.
b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal.
c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah
Indonesia.
d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah
Indonesia.
e. pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
3. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan
terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha
menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara
asalnya.
Dengan demikian ketentuan pidana bagi penyalahgunaan Izin Keimigrasian
yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian dengan alasan bahwa orang asing yang bersangkutan tidak
mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan orang asing di wilayah Republik
Indonesia.
25 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Jakarta:Nuansa Aulia,2006), h. 218.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dan empiris , yaitu
dimana penelitian ini lebih menekankan atau mengkaji keadaan yang terjadi
pada  masyarakat sehingga menjadi pertimbangan di dalam menegakkan
hukum, dengan tujuan untuk  memberikan gambaran mengenai permasalahan
atau objek yang diteliti dan menganalisis data dari hasil penelitian
berdasarkan pendekatan deskriptif analitik
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada penulisan skripsi,
maka penelitian ini dilakukan pada wilayah Kementrian Hukum dan HAM
Kantor Imigrasi Kelas 1 Makasaar, sebab pada Kantor Imigrasi menangani
kasus yang terkait mengenai penyalagunaan izin Imigrasi.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan normatif
(syar’i) dan yuridis.
Yuridis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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C. Sumber data
Untuk memperoleh sejumlah data yang akurat maka penulis
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
Field Research (Riset Lapangan), yakni turun ke lokasi penelitian
untuk memperoleh data-data konkrit yang ada kaitannya dengan masalah
yang akan dibahas, mengumpulkan data melalui metode ini digunakan cara
interview (wawancara) dengan anggota pegawai untuk memperoleh
informasi, gagasan, dan pandangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
penelitian ini.
Library Research (Riset Kepustakaan), yang dilakukan antara lain
dengan mengumpulkan pendapat para ahli, membaca dan mempelejari
peraturan perundang- undangan, dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah,
majalah-majalah serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan
masalah-masalah yang diteliti.
D. Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
satuan topik tertentu1.
1 Esterberg, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Bumi Aksara,
2002), h. 97.
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2. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari
pelbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan
panca indera.2
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat
dokumen-dokumen yang ada di kantor Imigrasi Makassar, seperti tulisan
yang berupa (peraturan, kebijakan buku register Perkara), serta gambar
atau (foto) sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif.
E. Instrumen Penelitian
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka
harus ada alat ukur yang baik.
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena
alam maupun sosial yang diamati.
Adapun alat-alat dalam penelitian ini sebagai berikut :
1) Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari
informan yang berupa daftar pertanyaan.
2) Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua
percakapan dengan sumber data.
2 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.
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F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian ini penyusun lebih menekankan analisis data yang
digunakan dan menggunakan pengolahan dan analisis data dengan cara
deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu
diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga
diperoleh suatu pengetahuan Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh
dari rekaman maupun data tertulis.
.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar terletak di jalan Perintis Kemerdekaan
Km.13, Makassar- Sulawesi Selatan. Kantor Imigrasi Kelas I  Makassar memiliki
gedung yang dapat memadai segala keperluan bagi pegawai Imigrasi dan pelayanan
terhadap Warga Negara Indonesa dan Warga Negara Asing .
Kantor imigrasi dikepalai oleh Kepala Divisi ,mempunyai tugas membantu
Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di
bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Imigrasi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian
melaksanakan fungsi :
a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis
operasional dibidang keimigrasian
b. pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas
dibidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian
c. pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksnaan tugas dibidang
penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi
d. pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas
dibidang sistem informasi keimigrasian
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e. pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas
dibidang pengawas, penindak keimigrasian dan tempat pemeriksaan
imigrasi.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Divisi (Kadiv) dibantu oleh
Kepala Bidang (Kabid) yaitu terdiri dari Bidang Lalu lintas, izin tinggal dan status
keimigrasian; dan Bidang Pengawas dan Penindakan. Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal
dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas
dan fasilitas keimigrasian, izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang Pengawas dan Penindakan
Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang intelijen dan Tempat
Pemeriksaan Imigrasi, penindakan keimigrasian serta sistem informasi keimigrasian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsinya di bidang
Keimigrasian, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kantor imigrasi Kelas I Makassar berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Unit Pelaksana Teknis adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidangnya di wilayah masing-
masing. Unit Pelaksana Teknis bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporannya
kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Imigrasi
adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian dengan wilayah kerja
yang meliputi seluruh Kabupaten dan Kota eks Karesidenan. Berdasarkan keputusan
Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14 PR 07.04 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
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a. Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan
fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Bidang Keimigrasian wilayah yang
bersangkutan
b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Imigrasi mempunyai fungsi
Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi
Keimigrasian;
c. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian;
d. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian;
e. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakan.
Data Tindakan Administrasi Keimigrasian di kantor Imigrasi kelas I Makassar
Bulan Tahun 2014
1. Sumber kasus hasil penahanan Illegal Fishing Ketentuan pasal yang dilanggar
pasal 8 ayat 1 dan 2 junto pasal 119 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.
Pasal 8
1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib
memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki
Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan
Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.
Pasal 119
1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia
yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan
masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).
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2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen
Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen
Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Vo Hong Thien, Tie Viet Cuong, Bui Than Tung, Vo Van Kim, Tiue
Viet Ngoc, Nguyen Van Nen, Tiue Viet Chau, Nguyen Van Tu, Nguyen Van
Manh, Nguyen Van sang, Vo Tanh Sang dan Vo Dey Tien berkebangsaan
Vietnam yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang lengkap kemudian
masuk/ berada di Indonesia. Warga Negara Asing ini dikenakan pasal 8 ayat 1
dan 2 Undang- Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Dan tidak
dikenakan pasal 119 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tntang Keimigrasian,
pelaku ini hanya di kenakan tindakan Administratif berupa Deportasi oleh
aparatur imigrasi yang diatur dalam pasal 75 Undang- Undang No 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian .
2. Sumber kasus hasil pengawasan keimigrasian Ketentuan pasal yang dilanggar
122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Pasal 122
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan
kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal
yang diberikan kepadanya;
b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang
Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan
maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.
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Meiyun Xiong berkebangsaan China berada di Indonesia yang terbukti sengaja
menyalahgunakan izin tinggal yang di berikan oleh petugas imigrasi, hal ini tentu saja
melanggar pada pasal 122 huruf a Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian,
pelaku ini hanya di kenakan tindakan Administratif berupa Deportasi oleh aparatur imigrasi
yang diatur dalam pasal 75 Undang- Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun
pelaku ini tidak dikenakan pidana penjara dan pidana denda yang sesuai ketentuan yang
berlaku..
Sumber : Kantor imigrasi Kelas I Makassar.
Aparatur keimigrasian hanya melakukan pendeportasian terhadap warga
negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian dan belum
menerapkan secara sempurna beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang No
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk pemberian sanksi berupa pidana penjara
dan pidana denda terhadap pelaku penyalahgunaan izin keimgrasian.
2. Pembahasan
1. Peran Aparatur Keimigrasian dan Penegak Hukum Dalam Pemberian
Sanksi
Peranan Aparatur Penegak Hukum mencakup pengertian mengenai institusi
penegak hukum dan aparat (orangmya) Penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur
penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi,
penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap
aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan
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tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan,
penyelidikan, penututan, Pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta
upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.
Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum  itu, terdapat 3 ( tiga) elemen
penting yang mempengaruhi, yaitu :
1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana
pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai
kesejahteraan aparatnya.
3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun
yang mengatur materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan
hukum yang sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara
simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara
internal dapat terwujud secara nyata.
a. Pengawasan keimigrasian
Sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian,
pelayanan dan pengawasan dibidang keimigrasian dilaksanakan berdasrkan
prinsip-prinsip yang bersifat selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini
hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat,
bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan,
ketertiban serta bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan
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Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945
yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.
Dalam rangka mewujudkan “ selective policy” diperlukan pengawasan
terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi
selama mereka berada diwilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegitannya.
Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang
bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.
Dalam mewujudkan kebijaksanaan dimaksud serta mengantisipasi era
globalisasi dan informasi yang semakin meningkat selaras dengan peningkatan
arus lintas orang asing, maka pelaksanaan pengawasan orang asing perlu
diberikan perioritas utama. Pengawasan orang asing dimulai dari pemantauan
terhadap keberadan dan kegiatannya serta operasi-opersi baik operasi khusus
maupun rutin. Keberhasilan pengawasan orang asing sangat tergantung kepada
berhasil tidaknya pelaksanaan pemantauan dilapangan.1
b. Pemantauan Keimigrasian dan operasional keimigrasian
Pemantauan merupakan salah satu cara atau kegiatan/upaya yang dilakukan
untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-
unsur pelanggaran/kejahatan, baik mengenai keberadaan maupun kegiatan orang
asing.
1Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Petunjuk Pemantauan Operasional
Keimigrasian No:F4-IL.01-1.1044 Tentang Keberadaan Orang Asing di Indonesia (Jakarta: Dirjen
Keimigrasian, 1999), h. 2.
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Pemantauan keimigrasian dapat berupa:2
a. Memantau terhadap setiap peristiwa yang dapat diduga dan atau
mengandung unsur-unsur terjadinya pelanggaran keimigrasian seperti
penyalahgunaan izin tinggal sesuai visa yang bersangkutan.
b. Menginventarisir bahan keterangan berdasarkan modus operandi
terjadinya pelanggaran keimigrasian serta pembinaan teknis tempat-
tempat pemeriksaan keimigrasian.
c. Mengumpulkan bahan keterangan tentang suatu peristiwa terjadinya
pelanggaran keimigrasian, pengumpulan dan penilaian bahan keterangan
dari tempat-tempat pemeriksaan keimigrasian.
Operasi adalah suatu kegiatan suatu objek tertentu terhadap yang dibatasi oleh
tempat, waktu serta dana.3 Untuk mengetahui setiap peristiwa yang diduga
mengandung unsur pelanggaran/kejahatan terhadap ketentuan yang berlaku
dibidang keimigrasian, dapat diperoleh dari setiap bahan keterangan yang
mempunyai kaitan dengan perbuatan orang asing baik lalu lintas, keberadaan
maupun kegiatannya.
Dalam mencari dan menemukan keterangan yang berkaitan dengan peristiwa
dimaksud agar diupayakan pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan macam
pelanggaran dalam bidang pembangunan, baik berupa pembangunan pisik
2 Ibnu Suud, Manajemen Keimigrasian (Jakarta : Amarja Press, 2005), h.55
3Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Petunjuk Pemantauan Operasional
Keimigrasian No:F4-IL.01-1.1044 Tentang Keberadaan Orang Asing di Indonesia (Jakarta: Dirjen
Keimigrasian, 1999), h. 2.
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maupun non pisik, dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia dan senantiasa
disertai dengann dasar hukum dalam artian dilengkapi dengan sudut perintah.
Keberhasilan penyelenggaraan, sangat ditentukan kualitas dan kuantitas
pelaksanaan dalam menghadapi jenis dan macam pelanggaran kejahatan seperti
halnya bentuk dan sifat pelanggaran politik ataupun pekerja terselubung.
Oleh karena itu, upaya dalam mencari dan menemukan bahan keterangan
perlu perencanaan melalului mekanisme adanya perencanaan yang matang,
organisasi serta pengawasan dan koordinasi dengan memperhatikan situasi dan
kondisi medan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cermat,
tepat, berhasil guna dan berdaya guna.
Upaya/cara pemantauan dan operasi keimigasian dapat berupa :4
a. Pengamatan dengan panca indera secara teliti, cermat terhadap surat-
surat, benda dan tempat kejadian untuk dapat gambaran yang lebih
jelas baik secara keseluruhan atau lebih rinci.
b. Pembuntutan terhadap objek yang kaitan atau hubungan dengan
peristiwa-peristiwa yang akan, sedang atau sudah terjadi.
c. Penyusupan dalam ruang lingkup peristiwa atau golongan kegiatan
peristiwa yang akan sedang atau telah terjadinya unsur pelanggaran.
d. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui
ataunpatut diduga mengetahui terjadinya peristiwa
4Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Petunjuk Pemantauan Operasional
Keimigrasian No:F4-IL.01-1.1044 Tentang Keberadaan Orang Asing di Indonesia (Jakarta: Dirjen
Keimigrasian, 1999), h. 3.
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pelanggaran/kejahatan keimigrasian dengan memperhatikan sumber
dan nilai keterangan.
Adapun sasaran pemantauan adalah :5
a. Orang asing
1) Orang asing pemegang izin singgah
2) Orang asing pemegang izin kunjungan
a) Wisata
b) Sosial budaya
c) Usaha/beberapa kali perjalanan
3) Orang asing pemegang izin tinggal terbatas
4) Orang asing pemegang izin tinggal tetap
5) Orang asing tanpa izin keimigrasian
6) Orang asing yang over stay
7) Orang asing imigran gelap
8) Orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang
diberikan.
b. Alat angkut
1) Niaga
2) Non niaga
3) Alat apung
5Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Petunjuk Pemantauan Operasional
Keimigrasian No:F4-IL.01-1.1044 Tentang Keberadaan Orang Asing di Indonesia (Jakarta: Dirjen
Keimigrasian, 1999), h. 5.
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c. Bangunan-bangunan
1) Hotel, wisma, dan sebagainya.
2) Kantor-kantor/ perusahaan yang mempekerjakan dan menampung
tenaga kerja asing/ orang asing.
3) Rumah/asrama tempat orang asing bertempat tinggal.
Pelaksanaan pemantauan dilakukan baik secara terbuka maupun secara
terutup (undercover) dengan tahapan sebagai berikut :6
a. Mendatangi orang/tempat yang telah ditentukan .
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing tersebut beserta dokumen
yang dimilikinya selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan dilapangan.
c. Menindaklanjuti dari hasil pemeriksaan, apabila ditemukan bukti-bukti
permulaan atau patut diduga telah terjadi pelanggaran/ kejahatan
keimigrasian.
d. Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang diduga melakukan
pelanggaran/kejahatan  yang diutangkan dalam berita acara pemeriksaan
dan berita acara pendapat.
C . Kerjasama Pengawas
Untuk mensukseskan tugas pengawas ini, jajaran Direktorat Jenderal imigrasi
harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya seperti
pemerintah daerah, polisi, atau aparat yang terkait lainnya. Kerjasama ini secara
6 Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Petunjuk Pemantauan Operasional
Keimigrasian No:F4-IL.01-1.1044 Tentang Keberadaan Orang Asing di Indonesia (Jakarta: Dirjen
Keimigrasian, 1999), h. 6.
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fungsi masing-masing tanpa mengganggu dan mencampuri teknik tugas instansi
masing-masing. Pengawasan yang tertuju terhadap kemungkinan terjadinya
pelanggaran, penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan keimigrasian
serta pengawasan atas imigran gelap.
Lingkup tugas ini meliputi:7
a. Pengawasan
Mendeteksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan perijinan dan
pemberian perijinan keimigrasian serta evaluasi dan laporan.
b. Imigran gelap
Mengawasi masuknya orang asing secara gelap (illegal) kewilayah
Indonesia yang  tidak didukung oleh dokumen resmi yang sah dan masih
berlaku. Dan orang asing yang karena peraturan perundang-undangan
telah dideportasi. Keluar Indonesia namun karena sesuatu dan lain hal
belum dapat berangkat.
c. Pengawasan perlintasan
Mengawasi lalu-lalangnya orang asing maupun warganegara Indonesia
yang melintasi tempat (pos) lintas batas  ddengan tetangga atas
kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian .
d. Pengawasn orang asing
Adanya kerjasama antar instansi terkait dalam pengawasan orang asing
didalam wadah koordinasi pengawsan orang asing (SISPORA).
7 Ibnu Suud, Manajemen Keimigrasian (Jakarta : Amarja Press, 2005), h. 56.
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Pelaksanaan kerjasama pengawasan ini diupayakan tanpa mengurangi
tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing instansi dan dilakukan
dengan cepat, tepat, lengkap terpadu dan aman.
d. Penindakan Keimigrasian
a. Penyidikan Keimigrasian
Dalam pasal 105 undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
disebutkan selain penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia, juga
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik”
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
hukum Acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana
keimigrasian.
Didalam undang-undang no 6 Tahun 2011 diatas, penyidikan keimigrasian
adalah suatu proses penyidikan keimigrasian adalah suatu proses penyidikan
yang dilakukan oleh pejabat polisi Negara republik Indonesia juga PPNS
imigrasi terhadp setiap orang yang melakukan perbuatan sebagai tindak
pidana keimigrasian. Dengan demikian penyidikan hanya dapat dilakukan
oleh kedua pejabat yang telah disebutkan diatas.
Dengan demikian disamping menjalankan tugas sebagai aparat pelayanan
keimigrasian, aparat imigrasi juga bertugas sebagai aparat penegak hukum.8
8 Ramadhan K.H dan Abrar Yusra, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, (Jakarta: Dirjen
Imigrasi Hukum dan HAM RI , 2005), h.152.
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Undang-Undang No 6 tahun 2011, Dalam pasal 106 disebutkan:9
a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian
b. Mencari keterangan dan alat bukti
c. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan.
e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan
seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian.
f. Menahan, memeriksa, dan menyita dokumen perjalanan.
g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa
identitas dirinya.
h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada
hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya
sebagai tersangka atau saksi
j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara
k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat,
dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana
keimigrasian.
9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Jakarta:Nuansa Aulia, 2006), h. 227-228.
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l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka
m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten.
n. Melakukan penghentian penyidikan, dan /atau
o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.
Wewenang ini sudah sesuai dengan ketentuan dari pasal 7ayat (2) undang-
undang no 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang menyabutkan bahwa penyidik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang
sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan
dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik
tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
Pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah tangan koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia.
SK Markas Besar Kepolisian RI No. Pol S. SKep/369/X/1985 yang
menyatakan bahwa koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik
polri dengan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak
pidana yang menyangkut bidang tertentu.
Adapun wujud koordinasi dapat berupa :
1. Mengatur dan menerangkan lebih lanjut dalam keputusan instansi bersama.
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2. Mengadakan rapat-rapat berkala pada waktu-waktu yang dipandang perlu.
3. Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing
depertemen/instansi yang secara fungsional dan menangani penyidik pegawai
negeri sipil dengan penghubung
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan penyidik pegawai negeri sipil
dengan penekanan dibidang pendidikan.
Sedangkan yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah proses pengamatan
pelaksanaan penyidikan yang dilakukan dapat dibenarkan secara materil maupun
formal dan berjalan sesuai dengan yang berlaku, adapun wujud pengawasan ini
meliputi :
1. Pengawasan kegiatan penyidik yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil serta memberikan pengawasan teknis.
2. Pengawasan teknis dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan
penyidik pegawai negeri sipil dan memberikan petunjuk bila terdapat
kekurangan-kekurangan untuk disempurnakan.
Keseluruhan ini merupakan penjabaran dari pasal 7 ayat (1) UU No.8 Tahun
1981 (KUHAP) dan juga merupakan bantuan yang dapat diberikan oleh penyidik
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP kepada penyidik
Pegawai Negeri Sipil seperti yang diatur oleh pasal 105 Undang-undang no 6 Tahun
2011 .
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Proses penyidikan ini dilakukan litigasi yang akan segera diajukan
kepengadilan untuk diadili, dan bertugas melakukan identifikasi pengumpulan,
pemilahan, pengevaluasian, tindak pidana pelanggaran dan kejahatan keimigrasian
yang diatur dalam Undang-Undang no 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.10
2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin
Keimigrasian.
Kasus penyalagunaan izin keimigrasian
1. Identitas Terperiksa:
Nama : MEIYUN XIONG( Pr)
Kewarganegaraan : CHINA
Tempat, Tanggal Lahir : Hnan, 19 Maret 1969
No. Paspor : El2069538 berlaku s.d. 21 februari 2023
Izin Tinggal : 211/60 Hari
Visa :V6A558700
2. Barang Bukti :
1) Paspor  China No. El2069538 berlaku s.d. 21 Februari 2013 atas
nama MEIYUN XIONG
2) Visa kunjungan indeks 211 Yang diterbitkan dikedutaan hongkong;
3) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal mei 2014;
3. . Kronologis Kejadian dan tindakan keimigrasian:
10 Ibnu Suud, Manajemen Keimigrasian (Jakarta : Amarja Press, 2005), h. 57.
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1. Pada tanggal 07 Maret 2014, tersangka berangkat dari China ke
Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang dalam rangka menjual
Handpone;
2. Pada tanggal 19 Maret 2014, selama di Jakarta tersangka tinggal
dirumah temannya, kemudian pada hari senin tanggal 28 april 2014
tersangka ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air dari
Jakarta. Setiba dimakassar, tersangka mencari penginapan disekitar
kota Makassar dan keesokan harinya pada hari selasa tanggal 29
april 2014 berkeliling di kota Makassar untuk menjual Handphone
sehingga tibalah tersangka di kab. Gowa dan tertangkap oleh pihak
kepolisian pada saat sedang menjual handphone, kemudian
tersangka diserahkan ke kantor Imigrasi Makassar oleh pihak
Kepolisian.
3. Pada tanggal 29  April 2014, Kantor Imigrasi Makassar melakukan
Tindakan DETENSI kepada MEIYUN XIONG
4. Pada tanggal 5 mei 2014, Petugas dari Bidang Pengawasan dan
Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Makassar melakukan
pemeriksaan terhadap MEIYUN XIONG;
5. Di depan Petugas MEIYUN XIONG mengakui perbuatanya yang
menyalah gunakan izin keimigrasian dan  menjual Handpone yang
tidak dilengkapi dokumen (ilegal).
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6. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MEIYUN XIONG diduga
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 122 Undang-
undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
7. Pada tanggal 09 mei 2014, Kantor Imigrasi Makassar melakukan
Tindakan Administratif berupa Deportasi kepada MEIYUN XIONG
dan memasukkan namanya ke dalam Daftar Penangkalan;
8. Hari Sabtu, tanggal 19 mei 2014, pukul 23.00 WIB dengan
pengawalan Petugas dari Bidang Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian Kantor Imigrasi Makassar , MEIYUN XIONG
dipulangkan ke negaranya melalui Bandara Soekarno-Hatta
menggunakan pesawat.
sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin
keimigrasian dapat dilakukan dengan cara :
1. litigasi
Apabila kasus terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian
yang ditangani oleh pihak keimigrasian ingin ditempuh dengan cara pro justisia,
maka hal yang harus dilakukan oleh petugas keimigrasian adalah :
a. Membuat berkas hasil penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
b. Menyampaikan hasil pemberkasan kepada penuntut umum melalui
polisi
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c. Mengikuti perkembangan persidangan
d. Bila telah selesai melaksanakan keputusan pengadilan, koordinasi
dengan lembaga pemesyarakatan untuk proses pemulangan.
Tetapi jalan ini jarang sekali ditempuh oleh pihak keimigrasian dalam kasus
penyalahgunaan izin keimigrasian. Hal ini dikarenakan apabila kasus tersebut
diajukan kepengadilan akan menggunakan upaya hukum mulai dari banding,
kasasi, dan jika perlu grasi yang akan digunakan oleh warga Negara asing
yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian, akan sangat
merugikan Negara, karena dalam hal ini Negara akan mengeluarkan biaya
besar untuk menjalani proses litigasi tersebut. Ditambah lagi orang asing
tersebut tidak memiliki uang untuk membayar ongkos biaya perkara. Maka
akan lebih efektif apabila dilakukan dengan cara non litigasi .
2. Non litigasi
Menurut pertimbangan politis, ekonomis,serta sosial dan budaya serta
keamanan, maka lebih efektif apabila dilakukan tindakan keimigrasian.
Tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dibidang keimigrasian
yang dilakukan oleh pejabat imigrasi berupa :
a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah
Indonesia;
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d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah
Indonesia;
e. pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
Tindakan keimigrasian dilakukan sebagai sanksi amdinistratif terhadap orang
asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan ketentuan-ketentuan lainnya
mengenai orang asing sesuai dengan dimaksud dalam pasal 19 keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PW.09.02 tanggal 14 maret 1995
tentang tata cara pengawasan, pengajuan keberatan orang asing dan tindakan
keimigrasian.
Tindakan keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing pemegang izin
keimigrasian atau tanpa izin keimigrasian, mulai saat masuk, berada dan akan
meninggalkan wilayah indonesia.
Dalam hal terjadi tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian, maka
berdasarkan data yang diperoleh dari kantor imigrasi sangat sedikit yang ditindak
lanjuti secara litigasi. Hal ini bukan menandakan bahwa kasus tentang
penyalahgunaan izin keimigrasian sangat sedikit, tidak ada tindakan keimigrasian
yaitu berupa pendeportasian kenegara asal tanpa melalui litigasi walaupun telah ada
pengaturannya dalam undang-undang no 6 tahun 2011tentang keimigrasian.
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Pihak keimigrasian mengatakan beberapa alasan dan pertimbangan
melakukan tindakan keimigrasian yang berupa pendeportasian yang dilakukan oleh
pihak keimigrasian yaitu:
1. penanganan suatu kasus dengan cara pendeportasian tidak memakan
waktu yang lama atau berlarut-larut, jika dibandingkan dengan litigasi.
Ancaman penjara hukuman maksimum hanya lima tahun sehingga
hukuman akan selesai jika dikurangi masa penahanan. Selain itu jenis
hukuman yang diancamkan berupa pidana alternatif dan jika didenda
belum tentu mereka memiliki uang. Karena itu yang dihasilkan tidak
sesuai dengan yang diharapkan.
2. Masalah sumber daya manusia khususnya petugas imigrasi, baik dari segi
kuantitas maupun kualitas sangat kurang. Apabila penanganan masalah ini
untuk dilakukan secara litigasi masih sedikit yang dilengkapi pengetahuan
sebagai PPNS.dari segi anggaran dana yang dialokasikan untuk
melakukan tindakan hukum di kantor imigrasi sangat terbatas. Hal ini
tentu saja menghambat tugas para pejabat imigrasi atau PPNS dalam
penyidikan.
“Tetapi apabila masalah penyalahgunaan izin keimigrasian tersebut
menyangkut masalah perampokan bersenjata, peredaran narkoba, terorisme, atau
perdagangan manusia (trafficking), maka sanksi hukum yang harus dijalankan adalah
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dengan cara pro justisia, hal ini dikarenakan tindakan tersebut sudah sangat
mengancam keamanan negara serta stabilitas Negara.”11
3. Analisis Terhadap Tindakan Aparatur Keimigrasian.
Aparatur keimigrasian di kota Makassar hanya melakukan pendeportasian
terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian dan
belum menerapkan secara sempurna beberapa pasal yang ada di dalam Undang-
Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, untuk pemberian sanksi berupa
pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku penyalahgunaan izin keimgrasian
tidak diterapkan.
Dalam proses penyidikan dan penindakan sudah diatur dalam Undang-
Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Proses tindakan aparatur
keimigrasian dalam pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian
dilakukan dengan cara pendeportasian tanpa melalui proses litigasi dan juga tidak
dikenakan pidana penjara maupu pidana denda.
11 Muhammad Bakri, KASI WASDAKIM IMIGRASI Kelas I Makassar, wawancara, 26 Juni
2015.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan paada hasil penelitian dan pembahasan Penyusun dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Aparatur Keimigrasian dalam pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin
keimigrasian belum menerapkan dengan sempurna, karena masih ada
beberapa pasal yang diatur di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2011
tentang Keimigrasian yang belum dilaksanakan.
2. Proses tindakan aparatur keimigrasian hanya menjatuhkan sanksi terhadap
pelaku penyalahgunaan izin keimigrasian berupa pendeportasian yang lebih
bersifat tanpa melalui litigasi. dikarenakan mengingat upaya hukum banding,
kasasi atau grasi yang dimiliki oleh warga negara asing, hal ini tentu saja
membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi apabila ditempuh melalui
litigasi, mengingat dana operasional terbatas. Karena secara politis dan
ekonomis cara tindakan keimigrasian dianggap lebih praktis dan efisien.
Kecuali masalah penyalahgunaan izin tersebut menyangkut masalah
peredaran narkoba, terorisme dan perdagangan manusia (human trafficking),
maka jalan litigasi yang harus ditempuh agar menimbulkan efek jera bagi
warga Negara asing yang melakukantindak pidana di bidang keimigrasian.
67
B. Implikasi Penelitian
1. Aparutur imigrasi  seharusnya menerapkan pasal-pasal yang telah diatur di
dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap
penyalahgunaan izin keimigrasian terutama dalam penjatuhan pidana penjara
dan pidana denda.
2. Proses tindakan aparatur keimigrasian hanya menjatuhkan sanksi berupa
pendeportasian yang lebih sering tanpa melalui litigasi.
Seharusnya aparatur keimigrasian menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan
proses litigasi karena pelaku ini dikenakan pasal mengenai pidana penjara dan
pidana denda, supaya pelaku penyalahgunaan izin keimigrasian mendapat
efek jera.
68
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung : Syamiil Cipta
Media, 2005.
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Petunjuk Pemantauan
Operasional Keimigrasian No:F4-IL.01-1.1044 Tentang Keberadaan Orang
Asing di Indonesia, Jakarta: Dirjen Keimigrasian, 1999.
Esterberg. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Bumi
Aksara, 2002.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Penelitin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
Muladi dan Barda Nawawi Arif. Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung:
Alumni, 1998.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : Citra
Aditya  Bakti, 2002.
Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan
Pengembangan Hukum Pidana. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan.. Semarang : Kharisma Putra Utama, 2010.
Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. Politik Hukum Pidan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005.
Soesilo,R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar
Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1988.
Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum progresif , Jakarta : Kompas Media
Nusantara, 2007.
Ramadhan, K.H. dan Abrar Yusra. Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Jakarta: Dirjen
Imigrasi Hukum dan HAM RI, 2005.
Santoso Iman, M. Persfektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan
Nasional. Jakarta : UI Press, 2004.
69
Sarikat Putra Jaya, Nyoman. Kapita selekta Hukum Pidana. Semarang : Badan
Penerbit Undip, 2006.
Sihombing, Sihar. Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia. Jakarta : Nuansa
Aulia, 2006.
Seokanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:
rajawali press, 1983.
Sjahriful, Abdullah. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian. Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1993.
Suud, Ibnu. Manajemen Keimigrasian. Jakarta : Amarja Press, 2005.
Media cetak dan elektronik :
Penegak Hukum, http://wwww.solusihukum.com/artikel.php?id=49(2 mei 2015).
Metro Tv. Jumat, 12 mei 2015
Peraturan Perundang- undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,
Jakarta : Nuansa Aulia, 2006.
Republik Indonesia. Peraturan-Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994. Tentang Visa,
Izin, Masuk, dan Izin Keimigrasian.
Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
tentang bebas visa kunjungan singkat (BVKS).
Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.02.IZ.01.10 Tahun
1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Izin Tinggal Terbatas, Izin
Masuk dan Izin Keimigrasian.
Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.02.IZ.01.10 Tahun
1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Izin Tinggal Terbatas, Izin
Masuk dan Izin Keimigrasian.
70
Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman RI M.01.IZ.01.10 Tahun 2005
tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
RIWAYAT HIDUP
Abd. Syukur. Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 16
September 1993, dari pasangan Ayahanda H. Rahmat
dan Ibunda Hj. Sina. Penyusun masuk sekolah dasar
pada tahun 1998 di SD Negeri Bontojai, Kota Makassar
dan tamat tahun 2004, melanjutkan ke SMP Negeri 11
Makassar dan tamat tahun 2007, kemudian melanjutkan
ke SMA Negeri 6 Makassar tamat tahun 2010. Pada
tingkatan selanjutnya yakni pada tahun 2011 penyusun melanjutkan studinya pada
program Strata Satu (S1) di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selesai tahun 2015. Pengalaman
organisasi penyusun selama di tingkat perguruan tinggi yaitu anggota Independent
Law Student (ILS) dan  Ketua Umum UKM Tae Kwon Do UNAM pada periode
2014.
